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Abstrak

Akuntansi sebagai sebuah sistem informasi yang dapat menjadi panutan dan ukuran dalam organisasi
baik organisasi publik maupun swasta. Sistem informasi keuangan mampu menjadi ukuran seberapa
baik pemerintah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance. Dewasa ini
penerapan prinsip good governance sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi pemerintah baik di
kota Metro ataupun daerah lain di indonesia. Tujuan dalam Analisis Implementasi Good Governace
Dalam Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Kota Metro adalah untuk, menganalisis penerapan
prinsip good governace di Kota Metro dalam penyajian informasi keuangan. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif guna mengevaluasi kondisi
sebenarnya yang terdapat di kota metro serta potensi daerah. Kota metro telah menerapkan prinsip
Good Governance dalam kinerjanya terutama dalam penyajian laporan keuanga yang dibuktikan
dengan pemerolehan penghargaan WTP 13 kali berturut-turut. Penerapan prinsip Good Governance
pemerintahan blum menutup kemungkinan adanya penyalahan wewenang pejabat yang tidak
bertanggungjawab. Seperti adanya indikasi dugaan korupsi anggaran rutin oleh Tiga ODP di Kota
Metro.
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PENDAHULUAN

Kebijakan yang menjadi sangat penting di Indonesia salah satunya adalah otonomi
daerah. Demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem di mana kekuasaan memiliki level
pada pemerintahan mewujudkan otonomi daerah yang menuntut kemandirian dari setiap
manajemen pemerintah daerah. Pemerintah pusat menentukan distribusi kewenangan pusat dan
daerah baik dalam segi pengaturan daerahnya ataupun dalam kewenangan keuangan.
Pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan baik secara sosial, ekonomi, dan politik,
diperlukan adanya sistem atau pemerintahan yang baik agar dapat mewujudkan akuntabilitas
dan transparansi. Menurut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Kekuasaan
Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor
105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang
menjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah di mana. Pemerintah daerah
mendapatkan hak dan kewenangan yang luas dalam penggunaan sumber keuangan daerahnya,
yang telah disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah. Maka sesuai dengan
perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku pemerintah daerah memiliki
tanggung jawab dalam membangun dan mengurus daerahnya. Sistem informasi keuangan
pemerintah daerah harus dikelola dengan tanggung jawab. Dimana laporan keuangan harus
dicatat secara lengkap, cermat dan akurat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dapat
dievaluasi kembali dalam rangka pengambilan keputusan, dan transparan. Sarwenda biduri
dalam bukunya mengatakan bahwa akuntansi publik merupakan aktivitas keuangan yang
berguna dalam pengambilan keputusan dan diupayakan untuk pemenuhan kebutuhan hak
publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dengan pelayanan yang baik oleh pemerintah.
(Biduri, 2018, hal. 2).

Pertanggungjawaban in dapat dilakukan dengan menyediakan tempat dimana
masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah, karena pada dasarnya
laporan keuangan pemerintah juga merupakan dokumen publik. Mudahnya laporan keuangan
di akses akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi keuangan daerah
sekaligus menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas retribusi dan pajak
yang ditangguhkan kepada masyarakat. Good Governance menjadi masalah yang sering
dibicarakan, karenanya masyarakat menjadi lebih kritis terhadap hak dan kewajiban mereka
sebagai warga negara, oleh karena itu 3 pola pemerintahan yang baik telah menjadi tuntutan

dan kebutuhan dalam penyelenggaraan kinerja pemerintah. Good governance atau tata kelola
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pemerintah yang baik harus diterapkan dalam mencapai kesuksesan organisasi dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Good governance merupakan sebuah instrumen yang mengukur
Kinerja dengan ada atau tidaknya transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, profesionalitas
dalam melakukan kinerja. Dalam pembenahan paradigma dan ideologi yang terdapat dalam
sistem pemerintahan manajemen publik memerlukan kerangka konsep Governance yang
meliputi ‘filosofis’, ‘teoritis” dan ‘analitis’ yang di tunjukkan untuk aspek internal dan eksternal
organisasi, output dan income serta dampak dalam suatu organisasi. kerangka Governance ini
ada dalam upaya untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakatnya. Masalah
yang dihadapi Indonesia semakin kompleks, pemerintah yang seharusnya menjadi panutan
justru banyak yang terlibat masalah hukum. Fakta bahwa pemerintah yang baik di Indonesia
masih menjadi mimpi belaka. Sudah saatnya Indonesia melakukan revolusi karna apa yang
terlihat saat ini kebanyakan hanya demi kepentingan partai politik tidak untuk publik. Upaya
dalam transparansi memanglah baik namun belum menggambarkan pemerintah yang baik.
(Maryam, 2016, hal. 2) Pada 18 Mei 2013 lalu kompas.com, menerbitkan deretan kasus korupsi
terbesar di Indonesia. Kasus korupsi menjadi sorotan bukan hanya karena pelakunya tapi juga
karena kerugiannya. Seperti kasus yang saat ini menjadi sorotan terkait dugaan korupsi proyek
Base Transceiver Station (BTS) 4G yang melibatkan Menteri Komunikasi Dan Informatika
(Menkominfo) Johnny G Plate. Jumlah kerugian di tafsir mencapai Rp 8 triliun, dengan nilai
proyek Rp 10 triliun. Selain kasus BTS kasus korupsi dengan kerugian negara yang fantastis
seperti: 1. Korupsi penyerobotan lahan di Riau, melibatkan PT Duta Palma Group, Surya
Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, R Thamsir Rachman dimana
korupsi ini dilakukan dengan penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau dengan kerugian
negara sebesar Rp 39,7 triliun. 2. Korupsi PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI),
yang memberikan kerugian negara mencapai Rp 2,7 milliar dollar Amerika Serikat atau setara
Rp 37,8 triliun. 3. Korupsi ASABRI, yang melibatkan PT Asuransi Angkatan Bersenjata
Indonesia atau Asabri (Persero). Korupsi ini terjadi karena manajemen PT Asabri melakukan 4
pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksa dana bersama dengan pihak swasta.
Dengan kerugian senilai Rp 27,7 triliun. 4. Korupsi Jiwasraya, yang melibatkan sektor asuransi
yaitu PT Asuransi Jiwasraya(Persero) yang gagal membayar polis nasabah investasi Seving
Plan sebesar 12,4 triliun. Akibatnya negara mengalami kerugian senilai 16,8 triliun. 5. Korupsi
FPJP Bank century, yang cukup mengheohkan dan kerugian bear negara senilai Rp 689,394

miliar terkait pemberian FPJP.
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Selain itu negara juga megalami kerugian sebear Rp 6,742 triliun terkait kebijakan Bank
Century sebagai bank yang bisa berdampak sistematis. Banyaknya korupsi yang ada,
mengakibatkan munculnya konsep Good Governance akibat ketidakpuasan masyarakat
terhadap kinerja pemerintah. Hal yang dapat dilakukan guna menerapkan Good Governance di
Indonesia adalah dengan penyelenggaraan pelayanan publik, yang merupakan tolak ukur
keberhasilan kinerja pemerintah. (Maryam, 2016, hal. 2) Pemerintah daerah kota Metro sama
halnya dengan daerah lainnya di mana tuntutan dalam Implementasi Good Governance harus
tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terutama dalam laporan keuangan serta
tanggungjawabnya terhadap pelayanan kepada publik. Kota metro sudah cukup baik dalam
pelaporan keuangannya, hal ini dibuktikan dengan pemerolehan penghargaan WTP 13 Kali
berturut-turut dari BPK RI. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya Pemkot Metro
berhasil menyajikan laporan keuangan yang, menyediakan secara wajar dalam semua hal yang
material, seperti posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip aturan
akuntansi dan prinsip umum akuntansi di Indonesia. Informasi ini dimuat pada halaman Radar
Lampung pada 15 juni 2023. Kota Metro sudah menerapkan prinsip Good Governance terutama
dalam penyajian informasi laporan keuangan. Namun prinsip Good Governace ini belum
melekat pada setiap pejabat yang berwenang. Hal ini membuktikan meski Pemerintahan telah
menjalankan prinsip Good Governance jika masing-masing dari anggota atau pejabatnya belum
konsisten akan terjadi penyalahan wewenang, baik yang sudah nampak ataupun yang sudah
terendus. Berita baru-ini yang di terbitkan oleh kupastuntas.com pada Rabu, 03 Mei 2023,
terkait dugaan korupsi anggaran rutin di Bumi Sai Wawai oleh Tiga Organisasi Perangkat
Daerah (OPD).

LANDASAN TEORI

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintahan yang
dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mampu mewujudkan dan pemerataan
kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya dapat berjalan dengan adanya otonomi daerah.
Pemerintah daerah menuntut dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pemenuhan
pelayanan publik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Suverius, dkk
berpendapat bahwa Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya haruslah dijalankan
sesuai dengan kewajiban, kewenangan dan jabatanya dalam pemerintahan. Kewenangan ini
mencakup dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan
daerah serta pertanggungjawabannya. Keuangan daerah pada dasarnya mencakup dua hak yang
terdiri dari ha yang merupakan semua milik daerah yang dapat di buktikan secara hukum dan
kewajiban yang merupakan kinerja pemerintah dalam tugasnya sebagai pelayan publik.
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(suverius, prihat, & sumtaky, 2020, hal. 153) Adissya dan Budi berpendapat bahwa, Otonomi
daerah pada dasarnya diadakan dalam upaya pembangunan daerah, kreativitas daerah dan
inovasi pemerintah yang ditujukan dalam membangun kesejahteraan daerahnya. Harapan
adanya otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan
efisiensi sektor publik di Indonesia.(Mega & Ispriyanto, 2019, hal. 150) Pemerintahan yang
baik (Good Governance) dinilai sebagai paradigma baru merupakan salah satu hal yang harus
ada dalam manajemen sektor publik. Governance secara umum diartikan sebagai hubungan
antara masyarakat dan dan pemerintahan. Terdapat tiga domain dalam governance yaitu
pemerintah (state), pengusaha (privat sector), dan masyarakat (society). (Abas, Farida, &
Suryawan, 2021) Pemahaman Good Governancemulai terdenga sejak tahun 1990-an, yang
digunakan sebagai tolak ukur oleh negara-negara pemberi bantuan atau pinjaman ataupun
hibah. Pada tahun 1997 UNDP ( United Nation Development Program) dalam departemen
agama RI, menjelaskan bahwa Good Governace : “Governance is the exercise of economic,
political, and administrative authority to manage country’s affairs at all levels and the means
by which states promote socialcohesion, integrationand ensure the well-being of the 6
population” yang astinya pemerintahan merupakan pelaksanaan kekuasaan pada bidang
ekonomi, polotik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua
tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya
kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat). (Muhammad, Akhlis, &
Yaskun, 2021, hal. 55) Terdapat sembilan prinsip Good Governance menurut UNDP yang
diharapkan mampu diterapkan pada sektor publik. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari : a.
Partisipasi (setiap masyarakat berhak menyuarakan pendapatnya) b. Aturan hukun (adil,
pedoman, patuh) c. Transparasi ( informasi keuangan dapat di aksek secara mudah oleh
masyarakat) d. Responsif (melakukan pelayanan yang baik pada steakholders) e. Berorientasi
konsessus (sebagai penegah) f. Equity atau kesetaraan dan keadilan g. Efektif dan efisien dan
sesuai kebutuhan h. Akuntabilitas (memiliki tanggungjawab terhadap publik) i. Variasi strategi
dengan sudut pandang luas. Dengan tujuan mencapai keseimbangan dalam optimalisasi
implementasi administrasi masyarakat dengan sektor non publik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif .
metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis kondisi sosial yang akan di analisis secara
meneyeluruh, luas dan mendalam. Metode kualitatif juga digunakan untuk memperoleh
penjelasan terkait aspek-aspek yang ada baik pada individu ataupun organisasi, masyarakat
dalam mengkaji suatu masalah atau bahasan tertentu dengtan sudut pandang yang dapat dilihat
secara menyeluruh , mendalam. Metode kualitatif mengamati fenomena dan substansi makna
dari kasus atau kajian yang akan diteliti. Menurut sugiyono (2018:213) metode penelitian
kualitatif menggunakan dasar filsafat dalam penelitian ilmiah. Analisis dengan menggunakan
metode kualitatif lebih menekankan kepada makna, dengan maksud memahami peristiwa dan
fenomena yang terjadi pada objek yang akan dianalisis.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas,
pemerintah pusat membuat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010.Sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan maka diperlukan
adanya peraturan tentang sistem informasi keuangan daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan ini dibuat dengan harapan
pemerintah daerah mampu menjadi lebih baik dengan mewujudkan akuntabilitas. Provinsi
Lampung diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Otonomi
daerah yang di tujukkan sebagai kerangka kebijakan dalam mewujudkan percepatan
kemandirian daerah masih belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan, hal ini
ditunjukkan dengan masih banyaknya pejabat-pejabat yang melakukan penyalahgunaan
wewenang, kompas.com pada 16 April 2023 lalu dalam “Lampung Dan Jerat Korupsi Kepala
Daerahnya” memuat adanya beberapa kepala daerah yang terjerat kasus korupsi seperti, Bupati
Lampung Utara Agung IlImu Mangkunegara yang terjaring Oprasi Tangkap Tangan (OTT)
bersama tiga orang lainya. Dalam OTT tersebut KPK berhasil mengamankan uang senilai Rp
600 juta. la pun dijatuhi vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan,
setelah terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 100 miliar. selain bupati Lampung Utara,
Bupati Mesuji Khamimi pun terkena OTT KPK beserta 10 orang lainya pada januari 2019 lalu,
dalam OTT tersebut KPK berhail mengamankan bukti senilai Rp 1,28 miliar dalam pecahan Rp
100 ribu dalam kardus kemasan air mineral. la pun divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300
juta subsider 5 bulan kurungan, dan masih ada 5 kepala daerah lainya di lampung yang terjerat
kasus korupsi. Hal ini menandakan masih banyak aparat atau pejabat yang belum menerapkan
prinsip Good Governance pada pemerintahannya. Provinsi Lampung mendapat banyak sorotan
setelah kunjungan kerja Presiden Rl Joko Widodo pada 5 mei 2023, hal ini karena banyaknya
jalan yang rusak parah. Jalan rusak sudah menjadi masalah yang kompleks di Lampung bahkan
untuk waktu yang lama. Hal ini menjadi masalah yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat
terhadap kinerja pemerintah. Pada halaman Presiden RI pada jumat, 5 mei 2023, dalam
keterangannya di pusat perbelanjaan 8 Sarinah, Jakarta Presiden menyebut bahwa
pembangunan infrastruktur jalan sangat penting karena akan mendukung arus mobilitas orang
maupun barang. “Begitu jalan rusak, apalagi jalan produksi akan mengganggu yang namanya
komoditas itu, mobilitas orang, mobilitas barang, biaya logistik akan naik sehingga barang tidak
bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain, atau negara lain,” jelas Presiden. Kota Metro
menjadi salah satu daerah di provinsi Lampung dengan julukan kota pendidikan. Tindak
penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab pun terjadi di kota Metro
seperti, yang diliput pada kupastuntas.com pada 20 mei 2022 lalu terkait dugaan korupsi
anggaran peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan saat
menjabat sebagai kepala DLH Metro oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
Metro. Namun Kota Metro termasuk sebagai daerah unggulan di Lampung. Kota Metro
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memperoleh penghargaan sebagai sota terbaik di Provinsi Lampung. Hal ini diterbitkan pada
Radarmetro.co.id pada 29 maret 2023. Kota Metro meraih penghargaan tingkat Provinsi atas
pembangunan Sai Bumi Ruwai Jurai. Penghargaan diberikan karena Kota Metro sebagai kota
terbaik dalam perencanaan dan pembangunan daerah tahun 2023. Selain itu kota metro juga
mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut. Hal ini
membuktikan penerapan prinsip Good Governance Kota Metro sudah terlaksana dan telah di
terapkan, meskipun tidak lepas dari pejabat atau aparat yang tidak bertanggungjawab. Good
Governance diukur dari kepuasan berdasarkan pada implementasi prinsip-prinsip Good
Governance daam pelaksanaan anggaran belanja daerah dan kepuasan dari masyarakatnya
sendiri terkait kinerja dalam melakukan pelayanan publik.

PEMBAHASAN

Kota Metro merupakan daerah yang berada di provinsi Lampung, terletak sekitar 52 km
dari kota Bandar Lampung, dan menjadi kota terbesar kedua di Provinsi Lampung. Kota Metro
mendapat julukan sebagai kota pendidikan di Lampung. Nama Metro sendiri berasal dari
bahasa Belanda “meterm” yang artinya “pusat” karna berada di tengah antara Lampung Tengah
dan Lampung Timur, bahkan berada di pusat Provinsi Lampung. Kota Metro sebagai kota
pendidikan kini sedang giat dalam memajukan daerahnya, dengan melakukan 9 pembangunan
kota dengan memperbaiki sektor pendidikan, kebersihan, keamanan dan peningkatan fasilitas
publik. dengan predikat sebagai salah satu kota terbesar di Lampung dan merupakan tempat
strategis untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pemerintah kota Metro yang terkenal sebagai
kota pendidikan di Lampung memiliki keunggulan dalam pelayanan publik, minimnya tindak
kecurangan atau pungli yang ada dalam pelayanan publik seperti pada pembuatan KTP, KK,
SIM, atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh warganya. Pemerintah kota Metro
sebagai salah satu daerah dengan pelayanan publik terbaik yang ada di Indonesia. Hal ini
dibuktikan dengan perolehan penghargaan pelayanan publik oleh KEMENPAN RB pada tahun
2019. Dalam penyajian informasi keuangan pemerintah kota Metro melaksanakan tugasnya
dengan cukup baik. Dengan menyampaikan informasi keuangan daerahnya kepada BPK dan
memperoleh penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 13 kali berturut-turut dari BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan). Kota Metro telah menyampaikan dan mengomunikasikan
laporan keuangan kepada pemerintah pusat. Dengan adanya penghargaan WTP ini Pemerintah
Kota Metro membuktikan bahwa laporan keuangan yang tersaji telah memenuhi prinsip-prinsip
akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi keuangan yang disajikan oleh
pemerintah kota Metro kepada pemerintah pusat meliputi : 1. Laporan neraca daerah kota Metro

2. Laporan arus kas daerah kota Metro 3. APBD kota Metro 4. Laporan perusahaan daerah kota
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Metro 5. Catatan atas laporan keuangan daerah kota Metro 6. Dana dekonsentrasi dan tugas
bantuan 7. Kebutuhan fiskal berupa data pemerintah daerah kota Metro Sistem Informasi
Keuangan (SIKD) kota Metro cukup mudah diakses. SIKD dimaksudkan membantu kepala
daerah dalam menyusun anggaran daerah, laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan
kebijakan serta membantu kepala daerah beserta instansinya dalam evaluasi kinerja. Selain
berguna untuk pemerintahan SIKD juga berguna dalam kebutuhan statistika keuangan daerah,
menyajikan informasi keuangan 10 daerah kepada masyarakat secara terbuka. Contoh SIKD

kota Metro yang diakses pada halaman djp.kemenkeu.go.id adalah :

POSTUR APBD
Xots Metrs

Sumber: Sistem informasi Keuangan Daerah, postur APBD kota Metro, pada
djp.kemenkeu.go.id
Good governance pada dasarnya mengandung 2 pemahaman: 11 a. Pemerintah fungsional

efektif dan efisien dalam kinerja b. Menjunjung tinggi nilai dan keinginan masyarakat dalam
pembangunan, kemandirian, dan keadilan dalam mencapai tujuan nasional. SIKD menjadi
solusi dalam mewujudkan transparansi keterbukaan dan pertanggungjawaban aktivitas
keuangan daerah. Berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) laporan keuangan
memuat informasi yang disajikan dengan maksud memenuhi kebutuhan Stakeholders. Di era di
mana masyarakat mampu menyuarakan pendapatnya secara bebas, masyarakat mulai kritis dan

menyorot pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bukan tanpa alasan, karena banyaknya kasus
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korupsi yang muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan
terhadap pemerintah yang ada. BPK baru-baru ini mengemukakan 105 dari 467 laporan
keuangan pemerintah daerah tidak atau belum diperiksa, karena dinilai belum mampu
menyajikan laporan keuangan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku. Pemerintah kota Metro bukan menjadi salah satu dari 105 daerah yang disebut
oleh. Pemerintah kota metro dinilai telah mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku dengan baik. Hal ini menunjukkan sistem akuntansi
pemerintah kota Metro berjalan dengan semestinya. Dengan informasi yang tersaji dapat dilihat
bahwa pemerintah kota Metro telah menjalankan komitmen dalam membangun daerahnya yang
menandakan pemerintah kota Metro telah berjalan cukup baik dan telah menerapkan prinsip-
prinsip good governance meskipun belum berjalan secara merata atau menyeluruh. Seperti
berita yang baru-baru ini beredar terkait indikasi dugaan korupsi anggaran rutin oleh opd yang
sedang diperiksa oleh Kejati dan masih banyaknya kegiatan nepotisme di kota Metro. Sistem
akuntansi keuangan daerah yang baik dapat meminimalkan kerugian negara oleh orang dengan
kepentingan pribadi dan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat yang
dapat digunakan dalam kesejahteraan masyarakat adalah dengan menyajikan secara
komprehensif laporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 agar dapat
menjadi pedoman dan membantu pemerintah daerah dalam akuntabilitas yang memenuhi aspek
lengkap, tepat, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan Pemerintah kota metro telah
menerapkan prinsip goodgovernance dengan cukup baik pada kinerjanya terutama dalam
penyajian sistem informasi keuangan dan laporan keuangan yang telah berjalan sesuai
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah. Hal ini dibuktikan dengan pemerolahan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian 13
kali berturut-turut yang di berikan oleh BPK. Sistem informasi keuangan pemerintah kota
Metro telah berjalan secara efektif dan efisien yang menjadi daya dorong kepercayaan
masyarakat atas kinerja pemerintah sebagai pemerintah yang baik. Meskipun masih ada pihak
atau pejabat yang menyalahi wewenang dengan bertindak tidak bertanggungjawab, seperti
korupsi. Good Governance dalam penerapan prinsip-prinsipnya Kota Metro telah diterapkan
dan cukup berdampak pada kinerja Pemerintah Kota Metro. Selain pada sistem informasi
laporan keuangan, laporan keuangan yang memperoleh penghargaan WTP, pemerintah kota
metro juga mampu dalam pembangunan kota. hal ini dibuktikan dengan penghargaan sebagai
kota terbaik Provinsi Lampung Pemerintah Kota metro, dinilai mampu dalam perencanaan dan
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pembangunan daerahnya. Pemerintah yang baik masih menjadi tugas besar yang perlu di
terapkan, baik di Kota Metro, Provinsi Lampung bahkan seluruh Indonesia. Prinsip Good
Governance atau pemerintahan yang baik sangat diperlukan bukan hanya untuk rakyat tapi juga
untuk pembangunan bangsa.

SARAN
Pemerintahan baik di kota Metro ataupun daerah lain di Indonesia diharapkan mampu

menekankan kesadaran terhadap setiap individu pejabat, bahwasanya sebagai seseorang yang
diberikan wewenang dan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola daerah hendaknya
lebih bertanggungjawab akan kinerjanya. Di daerah kota Metro penerapan 13 Good Governance
sudah terbilang baik terutama dalam sistem informasi keuangan dan penyajian laporan
keuangan. Pengadaan pelatihan dan pengawasan rutin diperlukan dalam penerapan prinsip good
governance, karena prinsip ini dapat terselenggara dengan baik karena adanya kesadaran setiap
pejabat dan kerjasama dari semua pihak. Selain itu jika sitem informasi keuangan lebih
transparan dan terselenggara dengan baik, sitem ini dapat menjadi dorongan sebagai pemerintah
yang baik, diharapkan pada masa mendatang penerapan sistem good governance ini dapat
terselenggara dengan lebih efektif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
memajukan bangsa. Bagi peneliti selanjutnya , saran yang dapat diberikan berkaitan dengan
penelitian ini diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sumber sumber dalam mencari
informasi laporan keuangan dan penerapan prinsip Good Governace sehingga dapat
memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan

penelitian lebih luas lagi tidak hanya pada Kota Metro saja tapi juga daerah lain.
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